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BAB III 
PENUTUP 
 
A.  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat disimpulkan 
bahwa penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan 
sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabuapaten 
Bantul belum dapat dilaksanakan secara optimal. Penerapan prinsip 3R melalui 
pengelolaan sampah berbasis masyarakat belum maksimal dikarenakan adanya 
beberapa hambatan sebagai berikut : 
1. Sangat kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan 
kesehatan lingkungannya sendiri. 
2. Adanya anggapan di masyarakat bahwa sampah merupakan barang yang 
sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi. 
3. Kurangnya kemauan masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan 
pengelolaan sampah rumah tangganya sendiri dengan cara melakukan 
pengumpulan dan pemilahan sampah. 
4. Belum adanya TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) dikarenakan 
kurangnya dana dan keterbatasan lahan untuk pembangunan TPST. 
5. Masih kurangnya ketersediaan tenaga kerja yang bersedia membantu 
dalam melaksanakan kegiatan penerapan 3R melalui bank sampah. 
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B. Saran 
1. BLH Kabupaten Bantul perlu lebih banyak menyediakan fasilitas tong 
pemilahan sampah untuk memilah sampah rumah tangga di setiap 
masing-masing kecamatan/kelurahan. 
2.  Pengelola bank sampah perlu lebih rutin  melakukan penyuluhan kepada 
masyarakat dalam rangka  menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait 
pengumpulan dan pemilahan sampah.  
3. Pemerintah Daerah perlu memberikan sanksi yang lebih tegas bagi para 
warga yang masih membuang sampah sembarangan agar dapat 
memberikan efek jera bagi yang melanggar. 
4. Dinas Pekerjaan Umum khususnya UPTD KP3 perlu melakukan 
pemilahan atau pemisahan sampah berdasarkan jenisnya untuk sampah-
sampah yang sudah dipisahkan oleh warga agar sampah yang sudah 
dipilah tidak dicampur menjadi satu lagi di truk sampah yang akan di 
bawa ke TPA. 
5. Pemerintah Daerah perlu menyediakan lahan untuk pembangunan TPST 
dalam rangka mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke TPA. 
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